
 

 

 

  

 

     

 
 

        PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
 

         NOMOR  049 TAHUN 2019 

 
  TENTANG 

 
  RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  

   PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

    TAHUN 2020 
 

       DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
        GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 
Menimbang:  a.  bahwa untuk melaksanakan  ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, perangkat daerah harus 
mempunyai Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD); 

 b.  bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2020 telah ditetapkan melalui Peraturan 
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 047 Tahun 2019 pada 

tanggal 26 Juni 2019;  

 c.  bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus dijabarkan         
ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2020; 

 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003   
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004   
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6224); 

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang  
Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor  24 Tahun 2011 tentang  Penyelenggaraan 
Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di 

Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 51); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri    

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018        
Nomor 157); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13    

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 
Nomor 13); 
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24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17     
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 

Nomor 17); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7       
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 
Nomor 7); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11     
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); 

27. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan    
Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2018 Nomor 71); 

28. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072           

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 
Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 

Nomor 72); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT 
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan 
kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas 

pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi. 

 



- 5 - 

 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut 
RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 

(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut 

RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 
(lima) tahunan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun 
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut 
RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 

periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 
program Renja daerah dengan berpedoman pada RPJPD Daerah terhitung sejak 
tahun 2016 sampai dengan 2021. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD 

adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan 
yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Renja daerah sesuai 

dengan tugas fungsi perangkat daerah. 

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah 
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang 

merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra perangkat daerah yang 
bersangkutan. 

12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan. 

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. 

14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 
mewujudkan visi dan misi. 

15. Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah 
untuk mencapai tujuan. 

 

BAB  II 
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat 

Daerah. 

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berpedoman pada RKPD yang ditetapkan Gubernur. 

 

Pasal 3 

Tahapan dan tatacara penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tatacara perencanaan 
pembangunan daerah. 

 
Pasal 4 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana Pasal 2 ayat (1) terdiri 

dari: 

1. Sekretaris Daerah; 
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2. Sekretaris DPRD; 

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

4. Kepala Dinas Kesehatan; 

5. Kepala Dinas Sosial; 

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

7. Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana; 

8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; 

10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 

11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan; 

13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 

14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

15. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

16. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan; 

17. Kepala Dinas Pariwisata; 

18. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; 

19. Kepala Dinas Perdagangan; 

20. Kepala Dinas Perindustrian; 

21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

22. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 

23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 

24. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 

25. Kepala Dinas Kehutanan; 

26. Kepala Dinas Perhubungan; 

27. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 

28. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin; 

29. Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum; 

30. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. H. Moch Ansari Saleh; 

31. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman; 

32. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

33. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

34. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 

35. Inspektur Provinsi; 

36. Kepala Badan Penghubung; 

37. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

38. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

39. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; 

40. Kepala Badan Kepegawaian Daerah; 

41. Kepala Badan Keuangan Daerah; 
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BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 5 

Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing. 
 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

 

     Ditetapkan di Banjarmasin 
     pada tanggal  15 Juli 2019  

 

      GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 

                                                               ttd 
 

     SAHBIRIN NOOR 

 
Diundangkan di Banjarbaru 

pada tanggal  15 Juli 2019   
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  

       KALIMANTAN SELATAN, 
 
                       ttd 

 
             ABDUL  HARIS   

      
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2019 NOMOR  49 


